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SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan Kepala Daerah wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan
Bersama;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang
dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan
plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah
Daerah dengan DPRD Kabupaten Bulukumba;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba
Tahun Anggaran 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



Menetapkan :

10.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2017 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan
BUPATI BULUKUMBA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1.
2.

Pendapatan
Belanja

Rp. 1.501.658.770.375,00
Rp. 1.491.911.033.719,00

Suplus/(Depisit) Rp. 9.747.736.656,00



(1)

(2)-

(3)-

(4).

(1).

2).

Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 12.502.263.344,00
b. Pengeluaran Rp. 22.250.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. (9.747.736.656,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Sejumlah Rp. 194.290.832.856,00

b. Dana Perimbangan Sejumlah Rp. 1.042.307.756.000,00

c. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sejumlah
Rp. 265.060.181.519,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan yang meliputi :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 45.139.500.856,00

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 23.201.332.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp.5.000.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Sejumlah
Rp. 120.950.000.000,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

Pendapatan yang meliputi:

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah
Rp.21.054.543.000,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.737.200.482.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 284.052.731.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis Pendapatan yang meliputi:

Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 53.424.600.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp. 63.081.606.119,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 139.522.731.000,00
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah Rp. 9.031.244.400,00

oo

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 829.712.393.020,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 662.198.640.699,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja yang meliputi:

Belanja Pegawai sejumlah Rp. 621.515.780.910,00

Belanja Bunga sejumlah Rp. 2.360.000.000,00

Belanja Subsidi sejumlah Rp. --

Belanja Hibah sejumlah Rp. 10.874.400.000,00

Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 4.325.000.000,00

Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.6.030.037.210,00

Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 184.107.174.900,00

Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 500.000.000,00

SR 0 a0 o



(3).

(1).

2).

(3).

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja yang meliputi :

a.
b.
C.

Belanja Pegawai sejumlah Rp. 39.895.339.000,00
Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 356.706.442.582,00
Belanja Modal sejumlah Rp. 265.596.859.117,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.
b.

Penerimaan sejumlah Rp. 12.502.263.344,00
Pengeluaran sejumlah Rp. 22.250.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan yang meliputi:

a.

mo Q0o

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) Sejumlah
Rp. 12.502.263.344,00

Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. --

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. --
Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. --

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. --

Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. --

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan yang meliputi :

a.
b.

Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. --
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
Rp. --

. Pembayaran pokok utang sejumlah Daftar perkiraan penambahan dan

pengurangan aset Rp. 22.250.000.000,00
Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. --

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2.

3.

12.
13.

Lampiran I Ringkasan APBD;
Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi SKPD;

Lampiran [I Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi SKPD, program, dan kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran VI = Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

Lanpiran VII  Daftar piutang daerah;

Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran IX  Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap

daerah;

. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
. Lampiran XI = Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.



Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.
Ditetapkan di Bulukumba

pada tanggal 27 Desember 2018
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,
ttd

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2018 NOMOR 8

NOMOR REGISTER: B.HK.HAM.8.218
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN



